
 

 

 
GUBERNUR BALI 

 

PERATURAN GUBERNUR BALI 
 

NOMOR  39  TAHUN  2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2020 

TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS 
DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI BALI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

GUBERNUR BALI, 
 
 

Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
semakin meningkat dan meluas sehingga diperlukan 

upaya percepatan penanganan secara terpadu dan 
menyeluruh demi terwujudnya keharmonisan Alam, Krama 

dan Budaya Bali sesuai visi Pembangunan Daerah  
”Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan 

Semesta Berencana menuju Bali Era Baru; 
 

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mengatasi 

kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pemberian 
Bantuan Penanganan COVID-19 terhadap masyarakat 

dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial; 
 

c. bahwa Peraturan Gubernur  Nomor 15 Tahun 2020 
tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan                   
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) di Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan 
kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu 

diubah; 
 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang               
Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali; 
 

SALINAN 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang  

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 1649); 
 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan                    

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23  

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Nomor 5679); 

 

4. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang        

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia     
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan   Lembaran   Negara   
Republik `Indonesia Nomor 6485); 

 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.bphn.go.id/data/documents/58uu064.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/14uu023.pdf


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80         
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019          
Nomor 157);  

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus                   

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

 
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); 

   
 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2020 

TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN 
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI             

PROVINSI BALI. 
 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali (Berita 

Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32                  

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi 

Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 32), 
diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 12 
 

(1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan huruf b, diberikan 
kepada Krama atau masyarakat yang tidak menerima 

Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, 
Bantuan Langsung Tunai dan Kartu Pra Kerja dari 

Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota. 
 
 

http://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/download/12370
http://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/download/12370


(2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 10 ayat (1) huruf c, dan huruf d, diberikan 
kepada kelompok Pekerja Formal dan kelompok 

Pekerja Informal yang terkena pemutusan hubungan 
kerja atau yang dirumahkan tanpa dan/atau 

dibayarkan upahnya dibawah 50% (lima puluh persen) 
dari upah per bulan oleh perusahaan bidang 

pariwisata, perdagangan dan industri. 
(3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud                       

dalam  Pasal 10 ayat (2) huruf e diberikan                     

kepada peserta didik pada jenjang pendidikan 
SD/SMP/SMA/SMK/SLB pada satuan pendidikan 

yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) yang 
orang tuanya terkena dampak COVID-19. 

(4) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 10 ayat (2) huruf f, diberikan kepada mahasiswa 
Perguruan Tinggi yang orang tuanya atau yang 

bersangkutan terkena dampak  COVID-19. 
 

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 13 

 

(1) Bantuan Stimulus sebagaimana dimaksud dalam   
Pasal 8 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) 

bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan 
Juli 2020. 

(2) Bantuan Stimulus sebagaimana dimaksud dalam    
Pasal 8 ayat (2) diberikan hanya 1 (satu) kali. 

(3) BPNT atau BST sebagaimana dimaksud dalam     

Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan                
huruf d, diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 

terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan                 
Juli 2020, dan dapat diperpanjang sampai bulan 

September 2020. 
(4) BST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

huruf e diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 

terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan       
Juli 2020. 

(5) BST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10           
ayat (1) huruf f diberikan hanya 1 (satu) kali. 

 
3. Ketentuan Lampiran II, diubah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Pasal II 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 
 
 

Ditetapkan di Bali 
pada tanggal 6 Agustus  2020 

 
GUBERNUR BALI, 

          
 

ttd 

 
WAYAN KOSTER 

 
 

Diundangkan di Bali 
pada tanggal 6 Agustus 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 

 
ttd 

 
DEWA MADE INDRA 

 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 39 
 
 

PARAF KOORDINASI 

Ass. Pemerintahan dan Kesra  

Kepala Biro Hukum  

Kepala Biro Perekonomian dan 
Adpem 

 

 


